
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVDfSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATIBOJONEGORO 
NOMOR 43 TAHUl'f 2017 

TEN'l'ANG 

PBJIJABARAII PERT:A!fGGUllOJAWABAII PBLAKSARAAN 
ANGGARAN PEIO>APATAII DAIi BELAlfJA DAERAH 

TABUII AllGGARAlf 2016 

DENGAN RAHMAT TUIIA1I YAKG MAHA EBA 

BOPATJ BO.JORBGORO. 

Menimbang bahwa dalam rangka roeniodaklanjuti ketentuan Pasal 12 
Pemturan Daereb Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016, perlu menetapkan Pemtumn Bupati tentang 
Penjabamn Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggamn 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengi.ngat l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembamn Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebaga.imana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembamn Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembamn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tarnhaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbenclahaman Negara (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tent.ang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5515); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangim dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran ~ Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Neg/3Ill Republik Indonesia Nomor 
4614); 

18. Peraturan Pemerint.ah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala daerah Kepe.da Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada . Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

20. Peraturan Pemerint.ah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 



- 4 -

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015; 

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah 

Anggaran 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07 /2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Tembakau; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 

Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2010 Nomor 16); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Penyert.aan Modal di Kabupaten 

Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 

Nomor 11); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2014 Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 10); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 14); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 7); 

39. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016; 

40. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 



- 6 -

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGAf?.t\N 
PENDAPATAN DAN BELA.NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2016. 

Pasal l 

Laporan Realisasi Angg,mm Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun 

Anggaran 2016 terdiri atas: 

1 Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 340,407,679,609.07 

2,630,077,591 ,490.00 

33.599,286,600.00 
b. Pendapatan Transfer Rp. 

c. ~ Pendapalan yang sail Rp. 

Jumlah Pet,:1at:ffan 

2 Betanja 

a. Belanja Tldak Langsung 
1 Belanja Pegawai 

2 Belanja Sunga 

3 Belanja Subsidi 

4 Belanja Hibah 

5 Bantuan Sosial 

6 Belanja Bagi Hasil 

7 8elanja BanlJJan keuangan 
8 Beial18 Tldak Terduga 

b. 8elanja la'lgsung 

1 8elanja Pegawai 

2 8elanja barang clan Jasa 
3 Belanja Modal 

3 Pembiayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

JumlahBelanja 

Surplus/(defisit) 

Jumlah Pembiay8llll Netto 

Rp. 

Rp. 

1,031,086,513.509.00 

Rp. 125,000,000.00 

Rp. 49,423,026,649.00 

Rp. 4,036,080,000.00 

Rp. 13,227,227,541 .95 

Rp. 551, 182.739,499.94 

Rp. __ ....,1.o.:••..:..:1s=.s=-=s.:..r1 ,=:600=.oo-=-

Rp. 

Rp. 

Rp. 

182,923,705,270.51 

443,328,061 ,716.50 

967,917,005,411.98 

Rp. 340,353,890,215.59 

Rp. __ 2=0=.720=·=848~.560=·=00 

Sisa Leah PembiayaMI Anggaran (SILPA) 

Pasal 2 

Rp. 3,004.084,557,&99.07 

Rp. 1,U0,497,138,ffl.89 

Rp. 1,"4,188,772,391.91 

Rp. 3,24,1,16$,911,398.88 

Rp. _ __.:<...:1AO...:'...:sa_1,...:313.....:...•799;_;__;_·•1C!..1 

Rp. 319,633,041 ,655.59 

71,051,817,856.78 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalain Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dirinci lebih lanjut dalaro Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
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Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 

3 tercantum dalam Lampiran JI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 29 Agustus 2017 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttcl. 

H. SUYOTO 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 29 Agustus 201 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

SOEHADI MOELJONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 77. 

31 198603 1 008 


